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3. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran pendidikan di Kabupaten
Solok dipendang periu memberikan IZIN OPERASIONAL kepada Sekolah Menegah
Fartama Megeri di Kabupaten Solok yang tertera pada Penctapa keputusan ini.

h. bahwa berdasarkan pentingnya sebagai mana dimaksut pada hurup a,perlu mene-
tapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin Qperasional Sekolah
nenengah Pertame di Kabupaten Solok yang terters pada penetapan keputusan

Ini.

:+1. Undang — undang Republik indonesia No.20 Tahun 2003 tentang pendidikan

MNazianal.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Masional Pendidikan.

3. Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Fembagian urusan
Pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/2005 Tentang Pengangkatan
Derektur Jenderel Menajemen Pendidikan Dasar dan Menegah.

5. Keputuszn Menter! Pendidikan Nasional Rl Nemaor 60/U/2002 Tentang Pedoman
Pendirian Sekolah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Momor 22 tahun 2008
Tentang Standar Isi.

7. Perzturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 22 tahun 2006
Tentang Standar Kompetensi Lulusan.

£. Peraturan Menteri Pendidikan Masional Reoublik Indanecsiz Nomor 22 tahun 2006

Tentang Standar PengelolzanPendidikan,



8. Peraturah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Normor 22 tahun 2006
Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republic Indonesia Nomor 22 tzhun 2006
Tentang Standar Proses.
11. Panduan penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjeng pendidikan
Dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
[ BSNP ).

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanagan atara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daersh( Lembaga Megara Republik Indo-
nesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4438,

13. Peraturan Pamerintah Nemot 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Usaha Peme —
Rintahan antara Pemerintah Daerah Prepinsi dan Bamerintaban Daerah Kabu-
Paten /Kota { Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 namaortambahan
Lembaran Megarz Republik Indoncsia !I'I-Dmﬂl’ﬂ.l’i'!.

14, Peraturan daerzh Kabupaten Solok Namor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pem-
Bagunab Jangka Panjang { RPIP {Kabupaten Solak Tahun 2006 — 2035,

15. Peraturan Dazrah Kabupaten Svlok Nomor 8 tahun 20085 tentang Pokok Penge-
Lolaan Keuzngan Daerah{ Lembaga Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 Nomor
27, tumbahan lembaga daerah Kabupaten Soclok Nomor 8.

1€ Peraturan dzerah Kzbupaten Salok Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah ( RPIM ) Daerah Kabuoaten Selok Tshun
2006 — 2010 { Lembaga daerzh Kabupaten Selok tahun 2008 nomor 3 ]

17. Peraturan Daerah Kabupaten Selok Nomor 4 takun 2008 tentang Penetapan
Urusan Pemerintah Kabupaten Solok | Lembaga daerah Kabupaten Solok.

Tahun 2008 nomor 4.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nemor 6 tahun 2009 tentang Penyele-

Nyelengaraan Pendidikan 9 (Lembaga daerah Habupaten Solok tahun 2009

Momaor 41



MEMUTUSKAN

Menerapkan : 1. KEFUTUSAN KEPALA NINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN CPERASIONAL

SMP NEGER] 7 KUBUNG. KABUPATEN SOLOK TAHUN 2010/2011.

2, Hal-hal yang belum Diatur dalam Keputusan ini alan diatur dalam ketentuan

Terzendiri.

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan iniakan di -

Adakan perubaban/perbaikan schagaimana mestinya.




